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PERATURAN BUFATI NATUNA
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KABUPATEN NATIINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BEUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka upava pengembangan
pemblavaan Rumah Saldt Umum Daerah Matuna
zebagal lembapa pelavanan keschatan publik
perlu  ditunjang dengan peratiran tarf yang
memadal dan lengkap;

brabiwa berdasatkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diaias periu ditetapkan
Perulahan Atas Peratran Bupat Natuna Nomor
13 Tahun 2013 tentang Tard  Pelavanan
Kesehatan Badan Lavansan Umuam Daerah -
Eumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Naruna;

Undang-Undang Nemor 6 Tahun 1963 (enluang
Tenaga Kesehalan {(Letnbuaran Mepara Eepublik
Indonesia Tahwun 1963 Nomeor 79, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia MNomor
2576);

Undang-Undang Nomor 23 tehun 1992 tentang
Kesehatan [Lembaran Negarm Repullik Indonesia’
Mesmor 100, Tambaban  Lembaran  Negara
Ropubhl: Indonesia Nomor 3495);
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Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kebupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimuan
Kebhupeten Nabana, Kabupaten Kuantan
Sinpingl dan Kota Batam {Lembaran Negam
Republik Indoncsia Tabun 1999 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Republik Indonesma
Nomor 3902] sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir  denpan  Undang-
Undang Nemor 34 Tabhun 2008 tentang
pecrubahan Ketiga Atas Undang-Undang
MNomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten [Dclalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rekan Hilir, Kabupaten -
Bigk, Kabupaten EKarirnun —Kabupaten
Natuna, Kabupaten EKuanian Smgng dan
Kota Batam (Lembaran Negara Repuhbbhk
[ndonesia  Tahun 2008 HNomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Mamor 41 880);

Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2002
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Riau [Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambshan
Lemnbaran Megara Hepublik Indonesia Notmor
4237,

Undanp-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tenitang  Prakiek Kedokteran [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 116, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004
tentang IPerimbangsn  Reusangan  Anfera
Pemerintah Pusat dan Pemennlahan Dacrah
{Lembaran Negara Republhik Indonesia Tabun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438];

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tabhun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Normor
5334);
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Undang-Undang MNomor 23 Tabhun 2014
tentang Pemerintahan DPaerah  (Lembaran
Negara Republik Tndonesin Tebun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor S08T)
achagaimena 1elah  diubah  beberapakali
lerukthir dempan Undang-Undeng Nomor 9

Tahun 2015 tentang FPerubahan  Keduas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahatt Daerah  ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2013
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) |

Peraturan Petnerintah Nomaor 32 Tahun 1996
tenteng Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik ndonesin Tabun 1996 Nomeor 49,
Tambahan Lembaran Negara Rtpuh]'lk
Indonesia Nomor 3637);

Peratiran Pemerintah Nomor 23 Tabhun 2005
tentang  Pengelolasn  Keuangan  Badan
Lavanan Usrum [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
A502);

Peramuran Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelnlaan  Keuangan  Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 NMomor 140, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tabuan 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antarn Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pergelolaan Keuang-e
Negara/Daerah (Lembaran Megara Republk
indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
3738}

Peraturan Pemerintal Nomor 41 Tahun 2007
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik  Indonesie Tahun 2007
Momor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4735}
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Keputusan Presiden Nomor 38 Tehun 1951
tentang Umit BSwadana dan Tata Cara
Pengelolaan Keuangannya;

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2(6)1
tentang Pedoman Eelembagaan dan
Penpelolaan Rumah Salat Diacrah;

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001
tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Keputuzan Menteri Dalam Negeri Nomor 245
Tahun 2004 tentang Pedomen Penetapan
Tarif Fetribusi Jasa Umum;

Peraruran Menteri Keschatan Mosnor
1506/ MENKER /PER fL{ 1998 tentang Rumah
Sakil;

Keputusan  Menteri  Keschatan — Nomor
433 /MENEES/SK/V/ 2008 tentany
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah
Natuna Milik Pemerintah Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riaw,

Heputusan Mentenn  Kepehatan  Nomor
433 /MENKES/SK/V /2008 lentang
Penelapan Rumah  Sakit Umum Daerah
Natuna Milik Pemerintah Kobupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau;

Peraturan Daerab Kabupaten Natuna Nomor
23 Tahun 2008 tentang Polok-pokok
Pengelolaan Hcouangan Daesrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nalupa Tabun 2008
Naomor 23);

Fergturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor
& Tahun 2011 tenrang Pembentukan
Organigasi dan Tata Kerja Rumah Sakid
Umurn Deerah Kabupaten Naturna (Lembaran
Dacrah Kabupaten Natuna Tahun 2011
MNomaor 6.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAE PERATURAN BUPATI TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEIATAN BADAN LAVANAN
UMUM DAERAH - RUMAH BARKIT UMUM DAERANH
KABUPATEN NATURA

Pasal 1

Bcherapa ketentuan dar Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2013 tentang Taril Pelayanan Keaehatan Badan
Layanan Umum Dacrah — Rumah Sakil Umum Daerah
Kabupaten Notuna diubah sebagai berikbut

1. Ketentuan Pasal 5 huruf [ di hapus dan diuhah,
sehingga Pasal 5 huruf £ berbunyi sebagai betikat:

Pasal 5

s Pelayanan keschalun untuk pagien rawat jalan
* dibagi dalam beberapa bagian antara lain schapgai
berikut:

Poli Urnnam;

Poli analk;

Poli penyvalkit dalam;
FPoli bedah;

Poli fisioterapi;

Poli migi;

Poli mata;

. Poli K1IA fEKB;

Poli THT;

Poli kebidanan;dan
Poli nouroclog.

FETER e o

2. Kctentuan Pasal 6 avat (4) dihapus, sehingga Posal &
berbunyi sebagai berikur:

Pasal 6
(1} Pelayansn kesehatan untuk pasien rewaot inap
dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
g ViP
b. Kelas 1
c. Kelasll
d. Kelas [1]

(2] Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas
sebagaimane yang dimaksud ayvat (1) dibedakan
berdasarkan:

a, «Jumlah tempat tidur,
. Fasilitas kamar mandi;

b
g ams S O0ALH %‘-l c. Fasilitas pendingin ruangan; dan
LT _f__’rm ; ) d. Fasilitas lainoya sesuai dengan kelasmya.
e T L
F_“j’ff.?‘i —E—r
1 e ]




{3} Fasilitas perlengkapan sebagaimana dimaksuad
pada avat [2) diatir lebih lanjut oleh Direkdr.

3. Ketentuan pada Lampiran | dan Lampiran [I di ubah
sebagaimana tercanium dalam Lampiran yang
merupsakan satll kesatuan dan bagian yvang tidak
terpigahkan dari Peramuran Bupati ini.

Pazal Il

Meratoran Bupati i pwilai berlaku pada  tanggal
divndangkan.
Apar seliap orang mengetahuinya memerintahkan

pepgundangan Peraturan Bupati  ini dengan
peoempatatnya  dalam Berita Daerah  Kabupaten

Natuna.
Ditetaplkan di Ranai
padea tanggal 16 Tawdan Zmc
EUPATI NATUNA
thd
ILYAS SAELI

Diundangkan di Eana
pada tanggal |G gausAn 206
SERRETARIS DAERAH

RABUPATEN NATUNA,

b md E

BYAMBURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 4
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